BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR &2 TAHUN 2010
TENTANG
UANG PERSEDIAAN

BUPATI JEPARA,

bahwa unhuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan APBD dan
ketartban Penatsusahaan Ksuangan Daerah maka diperhian
pangaturan mengena Uang P ersediaan;

batrwa berdasarian pertimbangan ssbagaimana dimaksud datam

hurufa periu menetapkan Peraturan Bupati Jepama tentang Uang
Parsediaan

Nomor 13 Tatun 1850 tentang Pembentukan

. Undang-Undang
Desrahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Fropinsi Jaws

Tengah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negam
(Lembaran Negsa Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambshan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negars (Lembaran Negara Republik (ndonesia Tahun 2004
Nomor § Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor %0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Parundang-undangan (Lembaran Negara Repubik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 4289);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaon
Pengelolsan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negaa Rapublk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lambaran Negam Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang FPemerintahan
Dasrah (Lamberan Negsa Repubik Indonesis Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lemberan Negars Rapublik indonesia
Nomor 4437) ssbagaimana teish beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tantang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahbun 2004 tentang
Pemeriniashan Dasah {(Lombaran Negam Repubik hdonesia
Tahun 2008 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia nomor 4844);



|

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Antara Pemednhah Pusat den Pemerintah Daersh
Negars Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Termnbshan Lambaran Negars Republik indonesia Nomor 44.38);

- Keuangan

?

=T

B Porpturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengeiolaan
Keusngan Deersh (Lembersn Negam Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahen Lembaran Negaa Repubhk
indonesia Nomor 4578);

9 Persluran Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Pedaporan
Keusngan dan Kineria Instansi Permerintah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4514);

10 Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengeilolaan Keuangan Daerah, sebagaimena teish diubah
dengan Perstran Menteri Datam Negeri Nomor 58 Tahun 2007
tantang Penbshan atas Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2008 fentang Pedoman Pengeloiaan Kauangan Daerah;

11.Peraturan Merieri Daiam Negai Nomor 55 Tahun 2008 isriang
Tata Cam Penastamsshsan dan Penyusunan  Lapormn
Pertanggungjawaban Bendshara saita Penyampaiannya;

12 Persturan Daecsh Kabupeten Jepam Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pangelolaan Keuangan Daersh (Lembaran
Deersh Kabupsen Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan
Lambaran Daerah Kabupaten Jepara Nomar 3)

13. Pecsturan Bupatl Jepara Nomor 84 Tahun 2008 tentang Sistem
dan Prosedur Pengeiotasn Keuangan Dpersh (DBerita Daeerah
Kahupaten Jepsra Tahun 2008 Nomor 331);
14 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2000 tentang Tata Cera
Panatausshaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjewaban
Bendshars ®eita Penyampalannya Berita Daerah Kabupsten
Jopara Tahun 2009 Nomor 267).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPAT) JEPARA TENTANG UANG PERSEDIAAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati hi yang dmaksud dengan:
1UJQPWMWMLFMMMW
desgan jumiah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada

bendahars pengeluaran hanya uniuk membiayai kegiatan operasiona kantor
sehari-han yang tidak dapat dilskipkan dengan pambayaran langsung:



2 Pembeyersn Langsung yang seisnjuinya disebut LS adsish pelaksanasn
penbayamn ysng diskukan oleh FPengguna Anggeran/Xussa Pengguna
Anggeran kepeds pihak yang berhalupihak ketiga melalui penerbitan Surst
lwmem{smslmemmm

3.7 ambahan Usng Persedaan yang ssisnjutnya dsebut TU adalsh uang yang
diberikan kepada Satuan Kerja Perangkst Daerah untuk kpbutuhan yang
sangat mendesak dalam satu bulan melebill pagu Usng Persadisan (UP)
yang distapkan;

4 Swet Permintaan Pembayaran yang seianjutnya disingkat SPP  adalsh
pelaksansan kegatanbendahara pengelusran untuk mengajukan permintaan
pembayaran;

S Surat Perintah Membeyar yang selanjinya disingkal SPM adalah dolumen
yang digunakan/dterbitkan oleh penggund anpgaran/kuass pengguUNa
anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

6 Bendahara Umum Deerah yang sslanjuinya disingkat BUD adsish Pejabat

Pengeiola Keuangan Daarah bertindak dalam kapasitasnya sebagsi
Bandahers Umum Daerah; e

7. Suat Perintsh Pencairan Dena yang selanjutnya disingkat SP2D adaish

memmmmnmmdmmﬁmm
BUD berdasarkan SPW
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Pasal 2
(1) Kepada Satuan ja P Daersh (SKPD :
- uthp Kerja Perangkat { ) dapat diberikan Usng

(2) Pengelciasn Uang Persecisan dilakukan oleh Bendshara Pengeluaran SKPD;

(3) Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan, Penggune Anggaran dapst
mengusulkan Bendahara Pengeiuaran Pembanhi kepada Bupati

(4) Daiam pelsksanaan tugasnya Bendahars Pengeluaren Pembanty
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran

Pasal 3

(1)Bendahara Pengelusran daspat meiakukan penglsisn kembali UP seieiah
memnsalisasican penggunaan UP  sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lma
persan) dan sepangng masih tersed a dana dalam DFA-SKPD:

{2) Ssa UP yang masih ada pada Bendahara Pengelusran pada akhir tahun
haus dsetor kembali ke Rekening Kas Daersh seiambat-lambatnya tanggal
31 Desember talun anggaren berkenaan.
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Pasal 4 T

{1)Pemberian UP paling banyak dapat diakukan dengan ketentusn |

1112 sty per dua belss) dari pagy DPA-SKPD menurut kiasiikas)

belerja yang dilfinkan untuk dberkan UP paling banyak
Rp 50.000.000,00 fima puih juta rupiah) untuk pagu sampai dengan
Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupish);

118 (@atv per delapen belas) dan DPA-SKPD menurut kinsifilcesi
belsnja vyang difinkan wuntuk diberikan UP paling banyak
Rp 100.00C0.000.00 (seratus juta rupish) unluk pagy d otas
Rp 900.00000000 (sembian ratus juta rupiah} sampa dengan
Rp 2.400.000.000,00 {duns miysr empat ratus s rupiah);

1124 (satu per dua puluh empeat) ) dar DPA-SKPD menurut kiasifikasi
beianja yang difjinkan untk dbarkan UP paling banyak
Rp 200.00000000 {(dua relus juta rupiah) uniuk pagu d atas
Rp 2.400.000.00000 gua miysr empat rats uia rupish) sampa
dengan Rp 6.000.000.000,00 {snam milyar rupiah);

1730 (satu per tiga puluh ) den DPA-SKPD menurut kissifikasi belania
yang  diijinkan untuk  diberikan uP pﬁmg banyak
Rp 40000000000 {(smpat ratus pta ruptah) untuk pagu di atas
Rp 6.000.000.000.00 fenam milyar rupish).

(2) Dasac pagu UP dihiting dar beianya langsung yang terd dari betaris pegaws

Pasal 5

(1) Datam hal SKPD memerikan pandanssn melebihi Uang Persediasn, SKPD
dapat mengajukan TU.

(2) Pemberian TU diatir sebega berikut

8

b

Pengouna AnggeranKussa Pengguna Anggaran dapat mengajukan
TU untuk setingg-tingginya 400.000.000,00 {(empat ratus juta rupiah)
untuk kiasifikasi belanja yang diperboiehkan dberi UP kepada BUD;

Permintasn TU d atas Rp 400.000.00000 (empat ratus jita rupiah)
untuk Kissifikasi belania yang dipsrbolehiuan dberi UP, harys mendapat
persotujuan dar BUD.

(3} Syarst untuk mengaiukan TU:

6 pE »

Untuk memenuh kebutuhan yang sangst mendesaivtidek dapast
dtunda;

Digunakan paling lama satu buan sejsk tanggal diterbitkannya SP2D;
Apabila tidak habis digunakan dalarn satu bulan sisa dana yang ada di
bendsham harus disetor ke Kas Dasrah:

Apabia ketentuan pada huruf ¢ tidak dipenuhi kepada SKPD yang
bersangkutan tidsk dapat lag diberkan TU sepenjang sisa tahun
anggaran berkenasan.

Pengecuskian wohadap hunul d diputuskan oleh Bendahara Umum
Dansrsh.
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(1)Pembayarsn atas beban Usng Femedisen ysng depst dilskukan olsh
Bendshara Pengelusrsn kepada salu rekanan tdek bolsh malsbihi
Rp 10.000.000 (Sepuiuh jute rupiahj;

ke

(2)Pembaysran kepads satu rekanan di atas Rp 10000.000.00 [sepulsh
rupiah) harus clilekokan dengan mekanisme pengajuan SPPLS oleh PPTK

BAB it
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Pasal 7

Pada sast Parsturen Bupati ini mutai baraku, semua ketentuan yang berkaitan
dengan petunjuk tata carm administrasi bendshara dinyatakan tetap becdekuy,
sEpanjang tdak berteriangan dengan Peraturan Bupsat im.

Pasai B
Persturan Bupati Jepam ini mulai bertaku pada tanggal 2 Januari 2011

Agnr setiap omang mangetahuimys, mamaernntahkan pangundangan Persturan
Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeparm.
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